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ABSTRACT
Advances in science and tehknologi rapidly growing in the West since the 17th century has brought a variety of changes in value (value migration) in manusia.Kondisi civilization thus forcing other countries, especially third world countries to pursue world in the development of science and tehknologi
            Meanwhile the third world people's lives, is still experiencing a transition from an agrarian society to a life pattern pattern patterned industry masyarakaat life "economical" and very capitalist, in this context that most of the third world countries compete to build the nation with regard nature as a resource or capital construction very profitable so the exploitation of natural resources is done to excess and sometimes forget about the environmental harmony
BAB  I
PENDAHULUN
        Alasan  Pemilihan  Judul

            Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  tehknologi  di Barat  yang  berkembang  pesat  sejak  abad ke 17  telah membawa  berbagai  perubahan  nilai (value  migration )   dalam  peradaban  manusia.Kondisi  demikian  memaksa  negara-negara  lain  terutama  negara  dunia  dunia  ketiga  untuk   mengejar  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tehknologi

           Sementara  itu  kehidupan  masyarakat  dunia  ketiga,  sampai  saat  ini  masih  mengalami  peralihan  dari  pola  kehidupan  masyarakat  agraris  ke  pola  kehidupan  masyarakaat  industri  yang  berpola “  ekonomis “  dan  sangat  kapitalis,  Dalam  konteks  inilah  maka sebagian  besar  negara  dunia  ketiga  berlomba  membangun  bangsa  dengan  memandang  alam  sebagai  sumber  daya  atau  modal  pembangunan  yang  sangat  menguntungkan  sehingga  eksploitasi  sumber  daya  alam yang  dilakukan  secara  berlebihan  dan  terkadang  melupakan  harmoni  lingkungan.

         Kondisi  ini  ternyata  melanda  Indonesia  yang  sedang mencanangkan  meminjam  istilah  orde  baru “  pembangunan  “  Kondisi  ini  menyebabkan  kebijakan  pemerintah orde  baru  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  dilaksanakan  lebih  didasarkan  pada  kepentingan  investasi  dalam  rangka  memulihkan  kondisi  ekonomi  pada  awal  pemerintahanya (pasca l966),  sehingga  sumber  daya  alam ( hutan   tambang,  sumber  daya  air  dan  mineral )  dipandang  serta  dipahami  dalam  konteks   ekonomi sense  dan  belum  dipahami sebagai  ecological   dan  sustainable   sense 1
          Paridigma  tentang  alam  ini  pada  perkembangannnya  telah  melahirkan  kerusakan  lingkungan hidup  yang  cukup  membahayakan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  misalnya  beberapa  areal  hutan  di  Indonesia  yang  di eksploitasi  secara  berlebihan  dengan  ligitimasi  Hak Pengelolaan  Hutan (HPH),  berasal  dari  hutan  yang  dibakar  dengan  dalih  pembangunan,  atau  beberapa  areal  hutan  yang  dibangun  menjadi  daerah  industry  dan   bahkan  menjadi  “  lapangan Golf “,  juga  dengan  dalih  pembangunan  dan  “  demi  kepentingan  umum “  bahkan  dipegunungan   Jaya  Wijaya (  propinsi  papua ) berapa  gunung  sekarang  yang  telah  menjadi  “jurang “  dan  menjadi  daerah  tandus  karena  limbah  pertambangan  yang  kurang  dan  bahkan  tidak  memperhatikan  kelestarian  lingkungan.  Kondisi  ini  telah  menyebabkan  eksistensi  alam  sebagai  sistem  semakin  memprihatinkan.

            Disisi  lain,  kehidupan  manusia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  lingkungan  sebagai  kosmos  yang  teratur,  Dalam  konteks  inilah,  untuk  mempertahankan  keseimbangan  lingkungan  hidup  untuk keperluan  kehidupan  manusia  dan  mahkluk  lain  dalam  jangka  panjang perlu  ditetapkan  peraturan  per undangan  yang  mengatur  kelestarian  lingkungan  hidup  sebagai  sistem  yang  harus  dijaga  kelestariannya.  Aturan  kelangsungan  lingkungan hidup  termasuk  didalamnya  manusia  tersebut  dalam  konteks  kehidupan   Berbangsa  dan Bernegara  disebut  dengan  hukum  yang  keberadaannya  secara  sosiologis  sangat  penting,  karena  merupakan  suatu  lembaga  kemasyarakatan (social instution )    yang  berupa  himpunan  nilai-nilai,  kaidah-kaidah  dan  pola  perikelakuan  yang  berkisar  pada  kebutuhan  pokok  manusia 2
        Dalam   pelaksanaan  hukum  tersebut  manusia  sebagai  subyek  hukum  dituntut  mempunyai  kesadaran  untuk  patuh  terhadap  hukum,  dengan  kata  lain  kepatuhan  terhadap  hukum  selalu  tergantung  terhadap  kesadaran  masyarakat,  satu  bentuk  kesadaran  atau  nilai  yang  terdapat  didalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada,  atau  dengan  kata  lain  yang  di  harapkan  dan  ditekankan  sebenarnya  adalah  nilai  dan  fungsi  hukum  dan  bukan  suatu  penilaian  terhadap  klejadian  yang  konkrit  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan 3.
         Hukum pada  dasarnya  merupakan  kaidah  etika  yang  berupa  nilai  dan  berfungsi  untuk  menciptakan  suatu  ketertiban  dalam  kehidupan  manusia  baik  terhadap  manusia  lain  maupun  lingkungan  sehingga  tercapai  suatu  bentuk  kehidupan  dalam  alam  kosmos  yang  teratur  dan  akan  terhindar  dari  tindakan  eksploitasi  berlebihan  serta  anarkisme.

            Kaitanya  dengan  kajian  ini  untuk  menjaga  kelastarian  lingkungan vis-avis  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  pengelolaan lingkungan  hidup  dan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  mewujudkan  pembangunan,  masyarakat  Indonesia  seluruhnya  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa 5.  Undang-Undang  No  23  Tahun  2004   tentang  pengelolaan  lingkungan  hidup.

           Sementara  hak  tersebut  sebenarnya  juga  merupakan  hak  yang  dilindungi  Undang-Undang  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  5  ayat  Undang-Undang  No  23  tahun 2004  bahwa “  setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  yang  baik  dan  sehat “  disamping  itu  hak  milik  diatas  tanah di  DAS  Mahakam  juga  merupakan  hak  milik  yang  dilindungi  oleh  Undang-Undang,  sesuai  dengan  Undang-Undang  No  5  tahun  60 tentang  pokok-pokok  Agraria  kondisi  ini  tentunya  bertolak  belakang  dengan  pelestarian  alam  yang  juga  dijadikan  slogan  oleh  pemerintah.

          Persoalan  delematis  antara  pembangunan  dan  kelestarian  lingkungan  khususnya  didaerah  penambangan  pasir  DAS  Mahakam  Tenggaraong  inilah  yang  kemudian  memberikan  inspirasi  kepada  penulis  untuk  mengadakan  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  fungsi  izin  penambangan  daerah  DAS  Mahakam  sebagai  instrumen  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  upaya  hukum  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dalam  pengelolaan  lingkungan  terhadap  penambangan  pasir   dengan  judul :  PENCEGAHAN  KERUSAKAN  LINGKUNGAN  MELALUI  INSTRUMEN  HUKUM  ADMINISTRASI  (  Studi  terhadap  penambangan pasir  di  DAS  Mahakam,  Tenggarong  Kab, Kutai Kartanegara. )
A. Perumusan  dan  Pembatasan  Masalah

      Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  merumuskan     permasalahan  sebagai  berikut :

“Bagaimana  fungsi  izin  penambangan  daerah  sebagai  instrumen  pengelolaan  lingkungan  di areal  penambangan  pasir di  DAS  Mahakam  Kab  Kutaikartanegara ?”
B. Maksud  dan  Tujuan  penelitian
1. Maksud  penelitian

a.  Untuk  mengetahui  fungsi  izin  penambangan  daerah sebagai  instrument  pengelolaan  di  areal  Daerah  Aliran  Sungai  Mahakam  Tenggarong  Kabupaten  Kutai Kartanegara.

b. Untuk  mengetahui  upaya  hukum  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kutai kartanegara  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  terhadap  praktek  penambangan  pasir.

2. Tujuan  penelitian

a. Tujuan  teoritis

Secara  teoritis  hasil  penelitian  ini diharapkan  akan  menambah  perbendaharaan  kajian  ilmiah  dalam  rangka    pengembangan  keilmuan  tentang  hukum  positif  di  Indonesia.  Khususnya  tentang  pencegahan  kerusakan  lingkungan  alam  sebagai  akibat  penambangan  pasir  di  DAS   Mahakam  Kabupaten  Kutai Kartanegara  melalui  instrumen  hukum  Administrasi yang  telah  ditetapkan  pemerintah.

b. Tujuan  Praktis.
Memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  kerangka  acuan  terhadap  usaha  pencegahan  kerusakan lingkungan  hidup  sebagai  akibat  penambangan  pasir  di  DAS  Mahakam  Kab  Kutai Kartanegara.

C. Metode Penelitian.
1. Dalam  menyelesaikan  karya  tulis  ini  metode  yang  digunakan Adalah :
1. Pendekatan  penelitian
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normative,  pendekatan  yuridis  normative  adalah  pendekatan  yang  menggunakan  konsep  legistis positif,    konsep  ini  mengemukkan  bahwa  hukum  identik  dengan  norma  tertulis  yang  dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang,  selain  itu  konsep  ini  melihat  hukum  sebagai  system  normatif  yang  bersifat  otonomi tertutup,  yang  terlepas  dari  kehidupan  masyarakat  sehingga masyarakat  harus  mematuhinya.
2. Spesifikasi  penelitian.

Spesifikasi  penelitian  ini  adalah studi  kasus deskriptif  yaitu  penenlitian  yang  beretujuan  menggambarkan  keadaan atau  gejala  obyek  penelitian  dengan   obyektif-  sistimatis -ilmiah  
3. Lokasi  penelitian. 

Lokasi  penelitian  adalah  daerah  penambangan  pasir  DAS  Mahakam  Tenggarong  Kabupatren  Kutai Kartanegara

4. Sumber  Bahan  Hukum. 

Sumber  bahan  hukum  yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  diklasifikasikan  menjadi  tiga yaitu: 

a. Bahan  hukum  Primer,  merupakan  bahan  hukum  yang  berupa  peraturan  Perundang-undangan  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  berwenang  yang  berhubungan  dengan  obyek  penelitian

b. Bahan  hukum  Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  dari  buku-buku  literatur,  doktrin  dan  bahan  lain  yang sifatnya  membantu  bahan    

Hukum  primer  dan   berhubungan  dengan  obyek  yang  dikaji
c. Bahan  hukum  tersier

Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  memberikan  informasi  tentang  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  bahan  hukum  tersier  dalam  hal  ini  adalah  data-data  resmi  pada  instansi  pemerintah  yang  betugas  menangani  perizinan  dan  pengendalian lingkungan  hidup,  khususnya  bagi penambanagan  di  DAS  Mahakam,  Tenggarong  Kab  Kutai Kartanegara,
                  E    Sistematika  Penulisan

       Sistematika  yang  penulis  pergunakan  dalam  penulisan  karya  tulis  ini  terdiri  dari  empat  Bab  yang  kemudian  di uraikan  dalam  Sub bab  sebagai  berikut:
Bab   I     Pendahuluan

Dalam  bab  ini  diberikan  gambaran  singkat  mengenai  subyek  permasalahan  sebagai  berikut : Alasan  pemilihan  judul,  Perumusan  dan pembatasan  masalah,  Maksud  dan  Tujuan  penenlitian,  Metode  penenlitian  dan  Sistematika  pembahasan.
 Bab  II   Kerangka  teoritis  

Dalam  bab  ini akan  diuraikan :

A. Pengertian  Pertambangan

B.  Pengertian  lingkungan  hidup

C. Manusia  dan  lingkungan  hidup

D. Hukum  Lingkungan

E. Penegakkan  hukum  lingkungan

                      Bab   III  Hasil  Penelitian  dan  Pembahasan

Bab  ini  berisiskan :

Fungsi izin  penambangan  pasir  di  DAS Mahakam Kab  Kutaikartanegara

1. Obyek  penambangan

2. Subyek  penambangan

3. Pemberlakuan  Hukum  Administrasi

4. Penegakan  hukum  melalui,  Hukum  Perdata,  Pidana

                    Bab  IV   Penutup

Bab  ini  merupakan  bab  yang  terkhir  yang  berisikan Kesimuplan  dan saran-saran
BAB  II
KERANGKA  TEORITIS
A. Pengertian   Lingkungan hidup

         Lingkungan  hidup  berasal dari  dua  kata,  yaitu  kata lingkungan  dan  hidup,  lingkungan  dalam  Bahasa  Indonesia  mempunyai  beberapa  pengertian,  pertama,  bulatan  yang  melingkungi  lingkaran,  kedua   sekalian  yang  terlingkung  dalam  suatu  daerah  dan    ketiga    kalangan 1. 
Sedangkan  hidup  diartikan  menjadi  masih  terus  ada  bergerak  dan  bekerja  sebagaimana  mestinya (  tentang  manusia  ,  binatang  dan  ,tumbuhan )2.
.  Dengan  demikian seara  sederhana  lingkungan  hidup,  dapat  dipahami  sebagai  lingkaran  yang melingkungi  satu  bentuk  kehidupan  diatas  bumi,  Dalam  Bahasa  Perancis  lingkungan  disebut  dengan “ environment “,  dalam  bahasa  jerman  disebut  dengan  umwelt  dan  dalam  bahasa  Belanda  disebut millieu
      Secara  umum lingkungan  hidup  dapat  dipahami  sebagai  segala,  benda,  kondisi,  keadaan  yang  mempengaruhi  ruangan  yang  kita  tempati  serta  mempengaruhi  hal  yang  hidup,  termasuk  kehidupan  manusia,  Batas  ruang  lingkup  menurut  pengertian  ini bisa  menjadi  sangat  luas  tetapi  untuk  praktisnya, maka  dalam  kajian  ini  akan  dibatasi  pada  ruang  lingkup  dengan  faktor  yang  dapat  dijangkau

          oleh  manusia  seperti  faktor  alam,  faktor  alam,  faktor  politik,  faktor  ekonomi,  faktor  sosial  dan sebagainya,  Sedangkan  pengertian  lingkungan  hidup  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun 1997  Pasal  1  angka  1,  adalah  kesatuan ruang  dengan semua  benda,  daya,  keadaan  dan  makhluk  hidup  termasuk  manusia  dan  perikelakuan  yang  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  dan  kesejahteraan  serta  makhluk  hidup  lainnya. 

       Lingkungan  hidup  juga  dapat  diartikan  semua  benda, daya (kehidupan )  dan  kondisi  termasuk  didalamnya  manusia  dan  tingkah  lakunya  yang  terdapat  dalam  satu  ruang  dimana  manusia  berada  dan  yang  mempengaruhi  keselamatan,  kesejahteraan  manusia  serta  jasad  hidup  lainnya, 3  
Lebih  lanjut  Munajat   mengatakan  bahwa  dalam pengertian  diatas,  lingkungan  hidup  dalam  arti  luas  dan  sewajarnya  meliputi  seluruh  realitas  alam  semesta  dan  dalam  pengertian  yang  sempit  dapat  diartikan sebagai  planet  dunia 
 Sedangkan  Supardi    memberikan  pengertian  lingkungan  hidup sebagai  jumlah semua  benda-benda  hidup  dan  mati  serta  semua  kondisi  yang  ada  dalam  ruangan  yang  kita  tempati  secara  garis  besar,  ada  dua  macam  lingkungan  yaitu  fisik  dan  lingkungan  biotik.

        Lingkungan  fisik   merupakan semua benda  mati  dan  keadaan  fisik  yang  ada  disekitar  individu,  sedangkan  lingkungan  biotik  merupakan  segala  makhluk  hidup  yang  ada  disekitar  baik  tumbuhan,  hewan  dan  manusia 
Dalam  konteks  ini  maka  lingkungan  fisik  merupakan  satu  daerah  yang  dihuni  secara  individu  dan  komunitas  yang  berisi  organisme-organisme  yang  saling  berinteraksi dengan  unsur  fisik  disekelingnya,  sehingga  membentuk  sebuah  komplek  ekologi  atau  system  ekologi,  atau  yang  sering  disebut dengan  istilah  ekosistem 9, 
Dari  beberapa  pengertian  lingkungan  hidup diatas  dihubungkan  dengan  kelangsungan  hidup  manusia  dalam  arti  luas,  memberikan  satu pemahaman  bahwa  lingkungan  hidup  merupakan  sesuatu  yang  ada  disekitar  manusia  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  kelangsungan  hidup  manusia,  Untuk  itu  lingkungan  hidup  perlu   dilestarikan  sehingga  kehidupan  dunia  sebagai  ekosistem  akan  berjalan dengan serasi
B. Manusia  dan  lingkungan  hidup

       Lingkungan  baik  yang  biotik  maupun  yang  fisik selalu  mengalami  perubahan  baik  yang  secara  tiba-tiba  maupun  perlahan,  Perubahan  tersebut ,   berhubungan  erat  dengan  ekosistem  yang  mempunyai  stabilitas  tertentu  dan  tergantung  dari  daya  dukung

         Lingkungan  dalam  satu  ekosistem.  Daya  dukung lingkungan sebagaimana  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1967  Pasal  1  angka  6  adalah  kemampuan  lingkungan  hidup  untuk  mendukung  kehidupan  manusia  dan  makhluk  lainnya,  Hal  ini  mirip  dengan  pendapat  Supardi  yang  mengemukan bahwa  daya  dukung  lingkungan  adalah ukuran  kemampuan  suatu  lingkungan  mendukung sejumlah  jenis  populasi  tertentu  untuk  dapat  hidup  disuatu lingkungan.
        Untuk  itu  kemampuan  manusia  untuk  bertindak dengan  mengedepankan  etika  Rasionalitas - Transenden  menjadi  sangat  penting  artinya,  terutama  untuk  menjaga  kelestarian  lingkungan,  kelestarian  lingkungan  hendaknya  dipahami  dan  didukung  oleh  kemampuan  lingkungan  disekelilingnya  dengan  catan  bahwa  kemampuan  lingkungan  mendukung  bertahannya  ekosistem  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  ada  batasnya,  sehingga  dalam  kondisi  tertentu  daya  dukung  lingkungan  tidak  lagi  menahan  perubahan  yang  terjadi  dan  akibatnya  adalah  bahwa  ekositem  akan  terganggu  bahkan  menjadi  rusak

     Manusia  merupakan komponen  biotik  yang  memiliki  daya  nalar  dan  pikir  yang  tinggi  dibanding  dengan  mahkluk  hidup  lainnya,  inilah  fitrah  manusia  sebagai  mahkluk  Tuhan  yang  paling  mulia.  Dengan  kelebihan  daya  nalar  dan  pikir  inilah  manusia  dapat  mengelola  dan  mengubah  ekosistem  dengan  kehendaknya vis-avis
        hukum  alam,  disisi  lain manusia  merupakan  bagian  integral  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  ekosistem,  sehingga  apabila  struktur  dan sifat  fungsi  sesuatu  ekosistem  rusak  akan  menimbulkan  dampak  negative  pada  manusia  itu  sendiri

      Agama-agama  yang  merupakan  jalan  hidup ( way  of life ),  manusia  juga  melarang  manusia  untuk  merusak  alam  semesta,  Sebagai  contoh,  agama  islam 10. Al-Qur’an  surat al  Baqarah 2-31.  Sangat  menekan  agar  manusia  tidak  melakukan  kerusakan  dimuka  bumi,  Alam  dalam  konteks  islam  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan  yang  lain,  dan  saling  mendukung,  sehingga  ketika  terjadi  kerusakan  alam,  hal  tersebut  akan  berimbas  secara  langsung  kepada  kelangsungan  hidup  manusia.

     Lebih  lanjut  dalam  konteks  islam  manusia  hidup  didunia  berkedudukan sebagai  Khalifah (  wakil tuhan )   dalam  arti  wakil  tuhan untuk  mengelola  alam  semesta  dan  menjaganya  untuk  kelangsungan  dan  kepentingan  hidup  manusia,  Oleh karena  itu  didalam  diri  manusia  dilengkapi dengan  akal, jiwa raga  dan   ruh,  Ketiga  elemen  manusia,  inilah  kemudian  yang  menjadi  manusia  sebagai  makhluk   Rasional- Transenden  yang  bebas  berkehendak

      Tetapi  dalam  mengelola  alam  tidak  boleh  hanya  mengandalkan  kemampuan  akal  saja  tetapi  juga  memperhatikan  dimensi  metafisik,  sehingga pengelolaan  alam  semesta  tidak  dilaksanakan  dengan  semena-mena  tetapi  memakai  aturan-aturan sebagai  batasan  pengelolaan  agar  tercapai  keseimbangan.  Dalam  konteks  pelestarian  lingkungan  hidup  inilah  maka    Konpresensi Stockolm  tahun  1972  merupakan langkah  penting  bagi  peningkatan  kesadaran  manusia  di  bumi  ini akan  arti  pentingnya  lingkungan  hidup  dalam  mendukung  keberlanjutan  kehidupan manusia.Timbulnya  kesadaran  manusia  akan  arti  pentingnya  lingkungan  hidup  bagi  umat  manusia  merupakan  satu  langkah  maju  bagi  perlindungan  kehidupan  diatas  planet  bumi.  Maka  untuk  menciptakan  lingkungan  kehidupan  yang  harmonis,  sangat  tergantung  pada  kesadaran  masyarakat  dalam  membina  dan  mengelola  lingkungan  itu  
           Untuk  itu  kedudukan manusia,  terhadap  lingkungan  bukan  hanya  pemakai,  tetapi  juga  sebagai  pengelola  yang  memperhatikan  etika  lingkungan,  sehingga  tidak  akan  terjadi  kerusakan lingkungan  hidup  yang  juga  akan  berpengaruh  terhadap  kehidupan  manusia,  baik  dalam  jangka  pendek  maupun  panjang.
C. Hukum  Lingkungan

         Hukum  lingkungan  adalah  hukum  yang  mengatur  tatanan  lingkungan  dimana lingkungan  mencakup semua  benda  dan  kondisi  termasuk  didalamnya  manusia  berada  yang  akan  mempengaruhi  kelangsungan  hidup  serta  kesejahteraan  manusia  serta  jasad-jasad  hidup 13. 
Dalam  perkembangan  ilmu  hukum,  hukum  lingkungan  merupakan  hukum yang  relative  baru, sangat  rumit,  mempunyai  banyak  segi,  mulai  dari  hukum perdata  terutama  mengenai  perbuatan  melanggar  hukum (  Pasal  1365  KUH Perdata ),  Hukum  Kontrak,  Hukum  Tata  Negara  tentang  badan  negara  yang  berwenang  menerapkan  dan  menegakkan  hukum  lingkungan,  serta  Hukum  Administrasi  Negara  terutama  tentang  perijinan  dan  pengawasannya  dengan  memaksakan  ditaatinya  hukum  lingkungan.

           Hukum  lingkungan  mncakup  nilai-nilai,  yang  berlaku  dan  nilai-nilai  yang  diharapkan  diberlakukan  dimasa mendatang  serta  dapat  disebut  hukum  yang  mengatur  tatanan  lingkungan  hidup,  Oleh  Karena  itu  hukum  lingkungan  berkaitan  erat  dengan  ditentukan  oleh  ruang  lingkup  pengelolaan lingkungan  
         Selain  hal  itu  hukum  lingkungan  merupakan  hukum  fungsional  karena  bertujuan  untuk  menanggulangi  pencemaran, pengurasan  dan  pengrusakan lingkungan  sehingga  tercipta  lingkungan  yang  baik,  sehat  dan  indah  dan  nyaman  bagi  rakyat,  agar  berfungsi  seperti  yang  diharapkan  diatas,  maka  hukum  lingkungan  merupakan  hukum  klasik  yang  harus  dipergunakan  secara  selektif  dan  kalau  perlu  dipergunakan  secara  simultan.

            Hukum  lingkungan pada  umumnya  bertujuan  untuk  menyelesaikan  masalah   khususnya  yang  disebabkan  oleh  manusia  Kerusakan  lingkungan  atau  menurut  mutunya  lingkungan  disebabkan  oleh  bencana  alam  yang  sangat  dahsyat. 15 Andi  Hamzah 2000 penegakkan  hukum  lingkungan  liberty  Jakarta

         Pada  perkembangan awalnya,  hukum  lingkungan  dikenal sebagai  hukum  gangguan ( hindderecht )  yang  bersifat sederhana  dan  mengandung  aspek  keperdataan.  Dalam  perkembangan selanjutnya,  hukum  lingkungan  mengalami  pergeseran  ke arah  Hukum  Administrasi  tentang  berbagai  aspek  kehidupan  manusia,  sebagai  konsep  yang  baru,  hukum  lingkungan  mengalami  perkembangan  yang  pesat,  hal  tersebut  didukung  kuatnya  isu  yang  berkembang  pentingnya  perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup  bagi  kelanjutan  hidup  manusia.

         Dalam  diskursus  perkembangan  hukum  lingkungan,    Munajad  Danusaputra    membedakan  antara  hukum  lingkungan  klasik  dan  modern 
Hukum  lingkungan klasik  berorientasi  pada  penggunaan  lingkungan  atau use-orinented law  sedangkan  hukum  lingkungan  modern  lebih  berorientasi  kepada  lingkungan  atau  envorenmend  oriented  law ,  Hukum  lingkungan  modern  menetapkan  Norma-Norma  untuk  mengatur  tindakan  manusia  supaya  menjamin  kelestarian  lingkungan  dan  keberlanjutan  untuk  generasi  yang  akan  datang.  Berdasarkan  paradigma  tersebut  maka  hukum lingkungan  mempunyai  kedudukan  dalam  arti  penting  untuk  mencegah  masalah  lingkungan  dan  merupakaan  dasar  Yuridis  bagi  pelaksanaan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  telah  dirumuskan  oleh  pemerintah  dan  dituangkan  dalam  peraturan  perundangan  sebagai  wadah  dan  dasar  hukumnya.
         Berkaiatan  dengan  nilai-nilai  tersebut    Drupsten    Mengemukan  bahwa  hukum  lingkungan  apabila  dilihat  dari  fungsi  berisikan  tentang  kaidah  prilaku  masyarakat  yang  positif  terhadap  lingkungan  yang  langsung dan  tidak  langsung,  Secara langsung  kepada  masyarakat  hukum  lingkungan    menyatakan  apa  yang  dilarang  dan  apa  yang  diperbolehkan,  Dan  secara  tidak  langsung kepada  warga  masyarakat  memberikan  landasan  bagi  yang  berwenang  untuk  memberikan  rasa keadilan  kepada  masyarakat. 
Kemudian   Kosnadi  mengemukan  bahwa  ruang  lingkup  hukum  lingkungan  berkaiatan  dengan  ditentukannya  ruang lingkup  pengelolaan  lingkungan. Dengan  demikian  hukum  lingkungan  merupakan  instrumentarium  Yuridis  bagi  pengelolaan  lingkungan.  Pendapat  ini  sama  dengan  yang  dikemukan  oleh    Sojono,    yang  menekankan  perlindungan  tidak  hanya  sekedar  pada  manusia,  tetapi  kepada  lingkungan  dalam  arti  yang  luas, Sojono   mengemukakan  bahwa  hukum lingkungan  adalah hukum  yang mengatur  tatanan  lingkungan ( lingkungan  hidup )  dimana  lingkungan  mencakup  semua  benda  dan  kondisi,  termasuk  didalamnya  manusia  dan tingkah  laku  perbuatannya,  yang  terdapat  dalam  ruang  dimana  manusia  itu  berada  dan  mempengaruhi  kelangsungan  lingkungan  hidup  serta  kesejahteraan  manusia  serta  jasad-jasad hidup. 19 Sojono  2004  Hukum  Lingkungan  Hidup  Gramedia  Jakarta  hal,  56.

          Pemerintah mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan,  maka  hukum  lingkungan  terdiri  atas  hukum  pemerintah,  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  lingkungan  sebagai    genus       merupakan  cabang  ilmu   tersendiri,  tetapi  sebagian  besar  substansinya  dari  Hukum  Administrasi,  segi  hukum  lingkungan  Administrative  terutama  muncul  apabila  keputusan  penguasa  bersifat  “  kebijaksanaan “  yang  dituangkan  dalam  bentuk  penetapan  penguasa  misalnya  dalam  prosedur  perijinan,  penentuan  baku  lingkungan,  peraturan   mengenai  analisa  dampak lingkungan  dan sebagainya.

           Dalam  ruang  nasional  Hukum  Lingkungan  menempati  titik silang  dan  ketiga  hukum  klasik  tersebut,  Hukum  Pemerintah,  Hukum Pajak,  Hukum  Tata  Negara  bahkan  Hukum  Agraria,  Sedangkan  Hukum  Perdata  dalam  hak  dan  kewajiban,  pertangungjawaban  ganti  kerugian  perbuatan  melawan  hukum  dan  Hukum  Kontrak.
D. Penegakkan  Hukum  Lingkungan

        Penegakkan  hukum  seringkali  dipahami  dengan  Hukum  Pidana  saja  atau  dengan  kata  lain  disebut  dengan  Represif  yang  dimulai  dari  penyelidikan-penyelidikan  sampai dengan  penerapan  sanksi  baik  Pidana  maupun  Administrasi

          Dalam   proses  penegakkan  hukum  lingkungan  tidak  dapat  diandalkan  ketegasan  dan kekerasan  atau  penegakkan  hukum  yang  bersifat  reprensif  saja,  penegakkan  hukum  lingkungan  akan  lebih  baik  mencegah  terjadinya  pencemaran  pengrusakan  lingkungan.  Dalam  upaya  penegakkan  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara  negosiasi,  persuasif  dan  supervise  agar  syarat-syarat  ijin  dipenuhi.  Hal  ini  dapat  dikenal  dengan  istilah  compliance   yang  dilakukan  sebelum  penegakkan  represif.

                Dalam   penegakkan hukum bukanlah  merupakan  kegiatan  tersendiri  melainkan  mempunyai  hubungan yang  erat  dengan  beberpa  faktor dalam  kehidupan  masyarakat,  Dikemukan  bahwa  penegakkan hukum  adalah  kewajiban  bagi  seluruh  masyarakat  dan  pemahaman  hak serta  kewajiban  menjadi  syarat  mutlak

             Penegakakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia  diartikan  penegakkan  hukum  dalam  arti  luas,  yang  meliputi  tindakan  preventif  dan  represif .Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang  menyatakan bahwa,  penegakakan  hukum  lingkungan  harus  dilakukan,  baik  dengan  cara  melakukan  secara  preventif  dan atau  represif,  sebab  penegakkan

          hukum  yang  berisi  kepatuhan  timbulnya  tidak  secara  tiba-tiba  maupun melalui  proses  yang  terbentuk  dari  kesadaran  manusia  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  sesuai  dengan peraturan  yang  ada. Penegakakan  hukum  lingkungan  adalah  upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan  dan persyaratan  dalam  ketentuan  yang  berlaku  secara  umum  individual,  melalui  penerapan  dan  pengawasan  menggunakan  sarana  administrasi  kepidanaan  dan  keperdataan.

         Dalam  penegakan  hukum  lingkungan  sering  dihadapkan  pada  beberapa  kendala  apabila  terjadi  sengketa  lingkungan  yaitu :

1. Pembangunan  berwawasan  lingkungan  belum  larut  dalam  kebijakan  pembangunan,  Komitmen  pemerintah  pada  lingkungan  hidup  masih  rendah  terutama  terjadi  tarik  menarik  antara  kepentingan  ekologi  dan  ekonomi

2. Sumber  daya  alam  masih  dipandang  milik  bersama.

3. Dampak  lignkungan  bersifat  eksternalitas  negatif
Dampak  lingkungan  tidak  dirasakan  langsung  oleh  pihak  yang  melakukan  pengrusakan  dan  pencemaran  lingkungan,  akan  tetapi  oleh  pihak  lain  pada  umumnya  pada  pihak  lemah  yaitu  masyarakat

4. Fungsi  ekologis  bersifat  intangible  dampak  lingkungan  dari  satu  kegiatan  yang  sangat  sulit  dihitung.

5. Dampak  negatif  dari  kerusakan   lingkungan  baru  dirasakan  dalam  jangka  panjang.

                 sebagai  contoh  yang  berkaitan  dengan  perijinan,  pengawasan  dan  penerapan  sanksi  administrative  yang  mempunyai  fungsi  instrumental  yaitu  pengendalian  perbuatan  terlarang  33  

      Instrumen  Administrasi  merupakan  palang  pintu  bagi  penegkkan  Hukum  Lingkungan  sebab  memalui  instrumen  administrasi,  dalam  hal  ini  ijin  akan diketahui  sejak  dini  apakah  aktivitas  ekploitasi  lingkungan  rentan  terhadap  pengrusakan  atau  tidak,  Namun  demikian  bukan  berarti  sanksi  Perdata  atau  Pidana,  tidak  kalah  pentingnya  dibandingkan  dengan   instrumen  administrasi,  akan  tetapi  instrumen  administrasi  memiliki  sifat  preventif  dan  lebih sering  diterapkan  dari  pada  sanksi  Hukum  Pidana  maupun  Perdata,  hal  ini  disebabkan  oleh  pembuktian  Hukum  Administrasi  yang  agak  mudah,  tetapi  Hukum  Administrai lingkungan  terkadang  tidak  kondusip,  karena  tidak  membuat  jera  para   pelaku  perusak  lingkungan.

        Sanksi  administrative  dan  pelanggaran  Hukum  Adminstarsi  dapat  berupa  sanksi  lisan  sanksi  tertulis  sampai  pada  sanksi  yang  paling  berat  adalah pencabutan  ijin  operasi.

1.  Hukum  Administrasi  dalam  penegakan  Hukum  Lingkungan
a. Pengertian  Hukum  Administasi

     Istilah Administrasi  berasal  dari  bahasa   latin   admistrene dalam  bahasa  inggris  adminitrativ  law   dalam  bahasa  Belanda  

digunakan   istilah  velwaltungrecht    dalam  Bahasa  Perancis  digunakan  istilah  droit administratif     Dalam  perkembangan  Hukum  Administrasi  khusus,  Administrasi  Umum  adalah  peraturan  yang  berhubunbgan  dengan  bidang-bidang  tertentu  dan  kebijakan  pengusaha,  sedangkan  Administrasi  khusus  adalah  peraturan  hukum  yang tidak  terkait  pada  suatu  bidang  tertentu,  dari  kebijakan  penguasa,  seperti  I  algemen  begiselen  van  behhoorlijkk  besstuurrrecht  (  asas  umum  pemerintahan  yang baik,  Undang-Undang  peradilan  Tata  Usaha  Negara )

          Salah  satu  bentuk  kebijakan  pemerintah  tentang  Hukum  Administrasi  adalah  dikeluarkannya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  l986  tentang  peradilan  Tata  Usaha  Negara  pasal  1  ayat  3  dijelaskan,  bahwa  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  ketetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  suatu  badan  atau  pejabat  tata usaha  negara  yang  berisi  tindakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara  berdasarkan  peraturan  per Undang-Undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkrit  individual  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  Hukum Perdata

     Rumusan  Pasal  1  ayat  3  tersebut  diatas  apabila  dikaji  lebih   lanjut  mengandung  beberapa  elemen,  yaitu :

1.  Penerapan  tertulis

2. Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara

3. Tindakan  Hukum  Tata  Usaha  Negara

4. Konkrit  Individual

5. Final

6. Akibat  hukum  seseorang  atau  badan  hukum

          Penetapan  tertulis  yang  dimaksudkan  diatas  adalah  ada  hitam  diatas  putih,  dengan  kata  lain  ada  bukti  tertulis.  Bahkan  menurut  penjelasan  Pasal  tersebut  dikatakan  form  tindakan  penting,  Nota  atau  Memo  sudah  mememnuhi  syarat  sebagai  penetapan  tertulis.

        Tindakan  Tata  Usaha  Negara  berarti  merupakan  tindakan  hukum  publik  yang  dijadikan  dasar,  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  publik  yang   berkaitan  dengan  adanya  kewenangan  dari  satu  jabatan,  Jabatan  mendapatkan  kewenangan  melalui  tiga  sumber  yatiu :  Artibusi, Delegasi,  dan  Mandat,  Atribusi  adalah  wewenang  yang  melekat  pada  suatu  jabatan,  Delegasi  adalah  pemindahan  suatu  wewenang  yang  ada,  sedangkan Mandat  adalah  kewenangan  yang  dilimpahkan  kepada  seseorang (  misalnya  pegawai  negeri )  atas  nama  penguasa 34. 

BAB  III
HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN
A. Fungsi  ijin  penambangan  sebagai  instrumen  di  areal penambangan
          Dalam  praktek  pemerintahan  di  Indonesia  bentuk  keputusan  sangat  beragam,  dan  setiap  keputusan  mempunyai  dampak  pada  seseorang  atau  badan  hukum  yang  kepadanya  dalam rangka  ketentuan-ketentuan  larangan  dan  ketentuan  perintah  yang  paling    adalah  perijinan. 

        Philipus  Hajon   mengemukan  bahwa  ijin  sebagai  sistem,  adalah  bahwa  Undang-Undang  melarang  suatu  tindakan  tertentu  atau  tindakan   tertentu  yang  paling  berhubungan  32  

Dengan  demikian  ijin  berkedudukan sebagai  legalitas  untuk melakukan

suatu  tindakan

1. Lembaga  Perijinan

          Ijin  adalah  suatu  penetapan  yang  merupakan  suatu  dispensasi  dari  suatu  larangan  oleh  Undang-Undang.  Pada  umumnya  Undang-Undang  yang  bersangkutan  berbunyi “  dilarang  tanpa  ijin …. (  melakukan ).. dst “.  Selanjutnya larangan  tersebut  diikuti  dengan  perincian  syarat-syarat  kreteria  dan sebagainya  yang  perlu  dipenuhi  oleh  pemohon untuk  memproleh  dispensasi  dari  larangan  tersebut  disertai  dengan  penetapan  prosedur  dan  petunjuk  pelaksanaan  kepada  pejabat  administrasi  yang  bersangkutan 36. 

       Perijinan  merupakan  suatu  ketetapan  dari  pememrintah,  agar  suatu  ketetapan  menjadi  sah  maka  harus  memenuhi  beberpa  persyaratan,  yaitu :

a. Ketetapan  harus  dibuat  oleh  orang  mempunyai  kekuasaan  untuk  itu

b. Ketetapan  tidak  boleh  mempunyai  kekurangan  yang  Yuridis

c. Ketetapan  harus  diberi  bentuk  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  yang menjadi  dasarnya  dan  peraturan  harus  juga  memperhatikan  caranya  ditetapkan  dalam  peraturan  dasar  tersebut.

d. Isi  dan  tujuan  harus  sesuai  dengan  isi  dan  tujuannya.

BAB  IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  pemerintah  Kabupaten  Kutai  kartanegara  dapat  mengupayakan  hukum  sebagai  berikut:

1. Penggunaan sarana  hukum  administrasi  sebagai  instrumen  pencegahan  kerusakan  lingkungan  pada  kegiatan  penambangan  pasir  di  daerah  aliran  sungan  Mahakam  Tenggarong  Kabupaten  Kutai Kartanegara,  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  Kabupaten  Kutaikartanegara,  Hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  hampir  semua  penambang  yang  melakukan  penggalian  itu  telah  memiliki  SIPD,  walaupun sebagian  kecil    masih  dalam  proses  pengurusan  ijin  operasinya,  namun  masih  dapat  dikatakan  bahwa  para  penambang  semuanya  mengikuti  ketentuan  peraturan  penambangan  yang telah  dikeluarkan  olen  Bupati  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.

2. Pengawasan  dalam  rangka  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup  terhadap  kegiatan  penambangan  pasir  di  daerah aliran  sungai  Mahakam  Tenggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  telah  dilaksanakan  oleh  pememrintah  daerah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  tetap  terlihat  lemah,  hal  ini  dapat  dilihat  dan  masih beroperasinya  para  penambang  yang  telah  habis  atau  tidak  mempunyai  SIPD nya.
             B.  Saran- Saran

1. Dalam  kegiatan  penambangan  pasir  didaerah   aliran  sungai  Mahakam  Tanggarong  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  pihak  penambang  dan  pemerintah  daerah  sebaiknya  berada  dalam  kapasitas  tugas  dan  kewajiban  masing-masing  secara proporsional

2. Pengawasan  terhadap  penambangan  pasir  di  daerah  aliran  sungan  Mahakam  Tenggarong  Kabupten  Kutai Kartanegara  dalam   rangka  pengeleloaan  lingkungan  hidup  harus  ditingkatkan  agar  alam  sebagai  kosmos  yang  teraur  tetap  serasi  dan  berdaya  guna  sebagaimana  mestinya.

3. Pemberlakuan  sanksi  Hukum  Administrasi  apabila  penerapannya  tidak  efektif  dalam  arti  tetap  ada   pelanggaran  dalam kegiatan  penambangan  pasir,  harus  ditingkatkan  dengan  pemberian  sanksi  selanjutnya  yang  dapat  berupa  pemberian  sanksi  Perdata,  Pidana  atau  pemberian  sanksi  Perdata  dan  Pidana secara  bersamaan.  Dimana  harapan  terakhir  akan  mendatangkan  efek  jera.
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